NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN, INSTITUSI INKUBATOR DAN HARMONISASI

KOMPETENSI CALON TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : B. 610/KLNP/X/2017
NOMOR : 288/UNIMUS/KS/X/2017

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas,

bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Drg. ELIA ROSALINA SUNITYO, MARS, MS, selaku Deputi Kerjasama Luar
Negeri dan Promosi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

Prof. Dr. MASRUKHI, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang
(UNIMUS), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas
Muhammadiyah Semarang yang berkedudukan dan berkantor di JI. Kedungmundu
Raya No.18 Semarang Telp. (024) 76740296/97, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia, yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Bahwa Universitas Muhammadiyah Semarang berdiri berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 139/D/0/1999 tanggal 4 Agustus
1999, merupakan lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang kesehatan dan
non kesehatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

-

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Presiden Rl Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor: 139/D/0/1999
tanggal 4 Agustus 1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan
Kualitas/kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota

Kesepahaman mengenai Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi

Calon Tenaga Kerja Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

&



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan :

1.

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar
neger dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan Persediaan Calon TKI adalah penyediaan Calon TKI yang memiliki
kompetensi dan berminat bekerja ke luar negeri di lembaga pendidikan, lembaga
pelatihan, asosiasi profesi, atau sumber-sumber penyediaan lainnya dengan
berbagai karakteristiknya.

Institusi Inkubator yang selanjutnya disebut INKAB adalah Institusi pelaksana kegiatan
review kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BN2TKI.

Lisensi BNP2TKI adalah bentuk pengakuan dan pemberian ijin dari BNP2TKI kepada
INKAB untuk mendapatkan reviewing kompetensi kerja atas nama BNP2TKI.
Penyelenggaraan Harmonisasi Kompetensi yang selanjutnya disebut dengan
Penyelenggaraan peningkatan kualitas atau kompetensi Calon TKI adalah kegiatan
untuk meningkatkan kualitas’kemampuan/kompetensi melalui pelatihan untuk memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Pengguna di luar negeri.

Universitas Muhammadiyah Semarang yang selanjutnya disebut UNIMUS adalah
lembaga yang mempunyai visi “Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter,
berbasis teknologi dan berwawasan internasional’, dan memiliki misi diantaranya
“menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas intemasional yang relevan
dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam” serta “Menghasilkan
lulusan yang kompeten, mampu mengisi dan/atau menciptakan lapangan kerja".
UNIMUS memiliki 8 (delapan) Fakultas Kedokteran, Fakultas limu Keeperawatan dan
Kesehatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik,
Fakultas Bahasa dan Budaya Asing, Fakultas MIPA, dan Fakultas Ekonomi.

UNIMUS memiliki program studi (prodi) sebanyak 23 (dua puluh tiga) prodi yaitu:
(1) S1 Pendidikan Kedokteran; (2) Profesi Dokter; (3) S1 Keperawatan; (4) Profesi Ners;
(5) D3 Keperawatan; (6) S1 Gizi; (7) D3 Gizi; (8) D3 Kebidanan;
(9) D4 Teknologi Laboratorium Medik; (10) D3 Teknologi Laboratorium Medik; (11) S1
Teknologi Pangan; (12) S1 Pendidikan Kedokteran Gigi; (13) Profesi Dokter Gigi;

/%L



(14) S1 Kesehatan Masyarakat; (15) S1 Teknik Mesin; (16) S1 Teknik Elektro; (17) S1
Pendidikan bahasa Inggris; (18) S1 Sastra Inggris; (19) S1 Statistik; (20) S1 Pendidikan
Kimia; (21) S1 Pendidikan Matematika; (22) S1 Manajemen,; (23) S1 Akuntansi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan kerjasama antara PARA
PIHAK tugas dan wewenang masing-masing dalam rangka penyelenggaraan
persediaan, institusi inkubator dan harmonisasi kompetensi Calon TKI.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi
penyelenggaraan persediaan, institusi inkubator dan harmonisasi kompetensi Calon
TKI.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam :

1. Penyelenggaraan persediaan calon tenaga kerja luar negeri yang berbasis
kompetensi yang integrasi dalam sistem Jobsinfo BNP2TKI dan Job Information
Placement Center (JIPC) UNIMUS;

Penyelenggaraan Institusi Inkubator;
Penyelenggaraan harmonisasi kompetensi Calon TKI .

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. memberikan dukungan PIHAK KEDUA berupa informasi peluang kerja dan
kebutuhan TKI (demand) di luar negeri;
b. memberikan dukungan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Institusi
Inkubator; ‘
c. melakukan padu padan (link and match) antara supply dan demand untuk
penyelenggaraan harmonisasi kompetensi Calon TKI.
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2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a.

b
C.
d

menyiapkan calon tenaga kerja yang kompeten dan/atau berpengalaman kerja;

. menyiapkan institusi inkubator;

menyelenggarakan harmonisasi kompetensi Calon TKI;

. menyediakan data base (supply) ketersediaan Calon TKI yang telah dilatih (skill,

semi skill dan profesional) dan di entry ke website BNP2TKI di dalam Jobsinfo
(http/jobsinfo.bnp2tki.go.id).

3. PARA PIHAK bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab :

melakukan pendataan dan updafing data mengenai ketersediaan dan
kebutuhan Calon TKI.
penyelenggaraan bursa kerja luar negeri yang terintegrasi dengan kegiatan
Jobsinfo dan promosi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

2. Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian

tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman
dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-

masing.



Pasal 7
PENYELESAIAN MASALAH
Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang beriaku.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA
PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 9
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing,
di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani
oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DEPUTI KERJASAMA LUAR NEGERI

Prof. Dr. MASRUKHI, M.Pd %



